PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1P (d@yaUndang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasibmiinesia,
dipandang perlu menetapkan Peraturan PresidenngenBisunan

Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 dyatgn ayat (5)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T&B45;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ramtn Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 MNofo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@®)4

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang®isterencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik nbgia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara dRkepu

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentangafaniasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia TaR004
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Inglane
Nomor 4439);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

TENTARA NASIONAL INDONESIA.
BABI ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnyangksit TNI adalah
komponen utama yang siap digunakan untuk melaksan&akgas-

tugas pertahanan negara.
Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yamgmimpin TNI.

Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Aatgk Darat,
Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNhgkatan
Udara.

Unsur Pembantu Pimpinan pada tingkat MarkasrBEshadalah staf
yang bertugas membantu pembinaan postur dan peaggkekuatan

TNI serta bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Unsur Pembantu Pimpinan pada tingkat Markas rBésakatan
adalah Staf yang bertugas membantu pembinaan pasgkatan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.

Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya diseblatkkfis adalah
satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI damkd&a Besar
Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksaiaté&n di tingkat
pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau MarkasaBé&ngkatan.

Unsur Pelayanan adalah satuan-satuan kerjangkati Pusat yang
bertugas melayani kegiatan administrasi persooeistik, instalasi,
urusan dalam dan administrasi umum di lingkungarrkika Besar
TNI dan/atau Markas Besar Angkatan.

8. Komando ...



10.

11.

12.

13.
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Komando Utama Operasi yang selanjutnya disebotariia Ops
adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada waltbh&komando
Panglima.

Komando Utama Pembinaan yang selanjutnya diskbtama Bin
adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinkakuatan matra

yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan.

Lembaga adalah organisasi non kementerian peaggnggaran yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berkiasat/ndang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 16ab@eraturan
perundang-undangan lainnya.

Pengerahan kekuatan TNI adalah suatu prosegemadrkan kekuatan
TNI, untuk melaksanakan operasi militer yang wewngnadan
tanggung jawab berada pada Presiden atas persetijeavan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penggunaan kekuatan TNI adalah suatu proseggmeskan satuan
TNI untuk mengatasi, menanggulangi ancaman terh&eapanan
nasional yang merupakan tanggung jawab Panglima d&ih

dipertanggungjawabkan kepada Presiden.

Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yangcdemin dari

keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekiiaian

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan emilifTNI

berkedudukan di bawah Presiden.

(2) Dalam ...
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(2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan setardyan administrasi,

TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Pasal 3
(1) TNI adalah lembaga yang dipimpin oleh Panglim.

(2) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkat Laut, dan TNI
Angkatan Udara, masing-masing dipimpin oleh seondapgala Staf
Angkatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggangb
kepada Panglima TNI.

Pasal 4

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebaga

a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman milér ancaman
bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadapukaida, keutuhan
wilayah, dan keselamatan bangsa;

b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagairdimaksud
pada huruf a; dan

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yargariggu akibat

kekacauan keamanan.

Pasal 5 ...
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Pasal 5

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatargamae
mempertahankan keutuhan wilayah Negara KesatuanuliRlep
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undangrgn®asar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta matigidgegenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia darimeamcadan

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud pada @yatilakukan
dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) daperasi
Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan ketentperaturan

perundang-undangan.

Pasal 6

TNI Angkatan Darat bertugas :

a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidanglpenan;

b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanaiayahi
perbatasan darat dengan negara lain;

c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dagepdrangan
kekuatan matra darat; dan

d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahardarati

Pasal 7

TNI Angkatan Laut bertugas :

a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidangapartan;

b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayalyurisdiksi
nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional hld&um
internasional yang telah diratifikasi;

c. melaksanakan ...
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melaksanakan tugas diplomasi TNI Angkatan Laafard rangka
mendukung kebijakan politik luar negeri yang dipgn oleh
pemerintah;

melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dagepdrangan
kekuatan matra laut; dan

melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanian lau

Pasal 8

TNI Angkatan Udara bertugas :

a.
b.

melaksanakan tugas TNI matra udara di bidargheman;
menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayddra
yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukwasional dan
hukum internasional yang telah diratifikasi;

melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dagepdrangan
kekuatan matra udara; dan

melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanaa.uda

BAB Il

HIERARKI DAN RANTAI KOMANDO ORGANISASI

(1)
2)

Pasal 9
Organisasi TNI disusun secara hierarki dannpidal.

Markas Besar TNI membawahkan Markas Besar Tihjkatan Darat,
Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besal Ahgkatan
Udara.

Pasal 10 ...



(1)

(2)

3)

(4)
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Pasal 10
Panglima TNI membawahkan Kepala Staf Angkataalard
pembinaan kekuatan.
Panglima TNI membawahkan langsung Panglima KwmlnaUtama
Operasi dalam penggunaan kekuatan.
TNI Angkatan Darat, TNl Angkatan Laut dan TNhdkatan Udara
dalam pembinaan kekuatan masing-masing dipimpin kkpala Staf
Angkatan.
Kepala Staf Angkatan membawahkan Kotama Biardgbembinaan

kekuatan masing-masing Angkatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Organisasi TNI disusun dalam 2 (dua) tingkat, yaitu

a.
b.

Markas Besar TNI; dan

Markas Besar Angkatan.

Bagian Kedua
Markas Besar TNI

Paragraf 1
Organisasi Markas Besar TNI

Pasal 12

(1) Markas Besar TNI terdiri atas :

a. unsur pimpinan : Panglima TNI.

b. unsur pembantu pimpinan

1. Staf ...
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Staf Umum TNI;

Inspektorat Jenderal TNI;

Staf Ahli Panglima TNI;

Staf Intelijen TNI;
Staf Operasi TNI,;
Staf Personalia TNI;

Staf Logistik TNI;

© ® N o o0 k~ L0 D RE

Staf Teritorial TNI;
10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI; dan
11. Staf Khusus Polisi Militer.

. unsur pelayanan :
1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
2. Pusat Pengendalian Operasi TNI; dan

3. Sekretariat Umum TNI.

. Badan Pelaksana Pusat :

Sekolah Staf dan Komando TNI;
Komando Pendidikan dan Latihan TNI;
Akademi TNI;

Badan Intelijen Strategis TNI,;

Pasukan Pengamanan Presiden;
Badan Pembinaan Hukum TNI;

Pusat Penerangan TNI;

© N o o ~ W D PRE

Pusat Kesehatan TNI;

Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TN

9. Badan ...



9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Badan Perbekalan TNI,
Pusat Pembinaan Mental TNI;
Pusat Keuangan TNI;
Pusat Sejarah TNI,;
Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI,;
Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
Pusat Pengkajian Strategi TNI,
Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
Pasukan Pemukul Reaksi Cepat; dan

Komando Garnisun Tetap.

e. Komando Utama Operasi TNI :

© N o g B~ w0 D PRE

Komando Pertahanan Udara Nasional;

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
Komando Pasukan Khusus;

Komando Daerah Militer;

Komando Armada;

Komando Lintas Laut Militer; dan

Komando Operasional TNI Angkatan Udara.

(2) Unsur pelayanan selain dimaksud pada hurug&at sampai dengan

angka 3 diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

(3) Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud padd e angka

2 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsyaekomando

Utama Pembinaan.

Paragraf 2 ...
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Paragraf 2
Unsur Pimpinan

Pasal 13

(1) Panglima TNI adalah pimpinan TNI yang berkedwdu dan

(2)

bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengaentua

peraturan perundang-undangan.

Panglima TNI bertugas :

a.
b.

C.

memimpin TNI;
melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakperasi

militer;

. mengembangkan doktrin TNI;

menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepan
operasi militer;

menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta rnieareel
kesiagaan operasional;

memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahaamdhal

penetapan kebijakan pertahanan negara;

. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahaamdhal

penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI darmpdoen
pertahanan lainnya;

memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertaharelamd
menyusun dan melaksanakan perencanaan strategielglean
sumber daya nasional untuk kepentingan pertahasgara;
menggunakan komponen cadangan setelah dimobilibagi

kepentingan operasi militer;

k. menggunakan ...



1)

(2)

(1)

(2)
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k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiaplkamn
kepentingan operasi militer; dan
I. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dekef@ntuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 14
Staf Umum TNI disingkat SUM TNI bertugas memiopaRanglima

mengkoordinasikan tugas-tugas staf dalam penggukelaratan dan
pembinaan TNI serta komponen kekuatan pertahangaraéainnya
yang meliputi fungsi perencanaan, intelijen, operssonel, logistik,
komunikasi dan elektronika, serta teritorial.

SUM TNI dipimpin oleh Kepala Staf Umum TNI gigkat Kasum

TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung hakepada
Panglima TNI.

Pasal 15

Inspektorat Jenderal TNI disingkat Itjen TNI bedsgmembantu
Panglima TNI menyelenggarakan pengawasan dan pdesaan
(Wasrik) terhadap daya guna, hasil guna, tepat,ger&é hukum dan
tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaamggenaan, dan
pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di tiggku TNI

dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI disingkgen TNI yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadhglima
TNI.

(3) Irjen ...



3)

(1)

(2)

3)

(1)
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Irjen TNI dibantu oleh Wakil Irjen TNI disingkat Wgen TNI dan 3

(tiga) orang Inspektorat.

Pasal 16
Staf Ahli Panglima TNI disingkat Sahli Panglima TNlertugas

membantu memberikan saran kepada Panglima TNI isedsmgan
bidang keahliannya untuk mengolah dan menelaalhrasetademis
masalah nasional dan internasional yang terkailandalrangka

mendukung tugas pokok TNI.

Sahli Panglima TNI terdiri dari 10 (sepuluh) Peawifinggi Bintang
Dua dan 13 (tiga belas) Perwira Tinggi Bintang Satang
bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Panglima TNludidengan

Peraturan Panglima TNI.

Pasal 17

Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Tisihgkat
Srenum TNI bertugas membantu Panglima TNI merunmuska
kebijakan dan perencanaan strategis pengembandarataa TNI,
merumuskan kebijakan sistem dan metode, sistem rnmafs,
penelitian dan pengembangan, menyiapkan program ag@garan
pengendalian program dan anggaran, pelaksanaanaranggerta
kerjasama internasional TNI dalam rangka pembinadan
penggunaan kekuatan TNI dalam rangka mendukungs tpg&ok
TNI.

(2) Srenum ...



(2)

3)

(1)

2)

3

(1)
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Srenum TNI dipimpin oleh Asisten Kebijakan Strasegdan
Perencanaan Umum Panglima TNI disingkat Asrenunglitaa TNI
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabadee
Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hiapoctinasikan

oleh Kasum TNI.

Asrenum Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asrenum dtama TNI

disingkat Waasrenum Panglima TNI.

Pasal 18

Staf Intelijen TNI disingkat Sintel TNI bertugas mieantu Panglima
TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang intelijeneliputi
penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan intelijelahmnan negara

dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Sintel TNI dipimpin oleh Asisten Intelijen PanglimieNI disingkat
Asintel Panglima TNI yang berkedudukan di bawah bartanggung
jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tsgaari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Asintel Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asintel Rgima TNI
disingkat Waasintel Panglima TNI.

Pasal 19

Staf Operasi TNI disingkat Sops TNI bertugas membdanglima
TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang operamliputi

penggunaan kekuatan dan pelatihan yang bersitagratif, kerjasama
keamanan perbatasan, survei dan pemetaan, dalgkararendukung

tugas pokok TNI.
(2) Sops TNI ...



(2)

3

1)

(2)

3

(1)
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Sops TNI dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima Td\gingkat
Asops Panglima TNI yang berkedudukan di bawah databggung
jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tsghari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Asops Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asops PanglimiNI
disingkat Waasops Panglima TNI.

Pasal 20

Staf Personalia TNI disingkat Spers TNI bertugasmimantu
Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidpegsonel dan

tenaga manusia dalam rangka mendukung tugas pdkbk T

Spers TNI dipimpin oleh Asisten Personalia Pangliihd disingkat
Aspers Panglima TNI yang berkedudukan di bawahlsatanggung
jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tsgaari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Aspers Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aspers Pangl TNI
disingkat Waaspers Panglima TNI.

Pasal 21

Staf Logistik TNI disingkat Slog TNI bertugas memha Panglima
TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistikeliputi
materiil/bekal, fasilitas dan jasa dalam rangka dodmng tugas
pokok TNI.

(2) Slog ...



(2)

3)

)

2)

3)

(1)
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Slog TNI dipimpin oleh Asisten Logistik Panglima TNisingkat
Aslog Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dartabnggung
jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tgghari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Aslog Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aslog PanghmrlNI
disingkat Waaslog Panglima TNI.

Pasal 22

Staf Teritorial TNI disingkat Ster TNI bertugas mgantu Panglima
TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatdan
pemberdayaan wilayah pertahanan guna mewujudkaa thngkal

dan daya dukung wilayah dalam rangka mendukungstpgkok TNI.

Ster TNI dipimpin oleh Asisten Teritorial PanglinTdNI disingkat
Aster Panglima TNI yang berkedudukan di bawah damabhggung
jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tsgaari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Aster Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aster Pang@iifiNI disingkat

Waaster Panglima TNI.

Pasal 23

Staf Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat Skefl TNI
bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakagsfustaf di
bidang komunikasi dan elektronika, termasuk peraegtronika dan

teknologi komputer dalam rangka mendukung tugaskdiI.

(2) Skomlek TNI ...



(2)

3)

)

(2)

)
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Skomlek TNI dipimpin oleh Asisten Komunikasi danekronika
Panglima TNI disingkat Askomlek Panglima TNI yargykedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima d&lam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan késtum TNI.

Askomlek Panglima TNI dibantu oleh Wakil Askomle&riglima TNI
disingkat Waaskomlek Panglima TNI.

Pasal 24

Staf Khusus Polisi Militer disingkat Ssuspom TNHigas membantu
Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan di bidargpdisian
Militer.

Ssuspom TNI dipimpin oleh Perwira Staf Khusus RFoNliter
disingkat Pa Ssuspom TNI yang berkedudukan di bawah
bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Paragraf 4
Unsur Pelayanan

Pasal 25

Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat kbatlek TNI
bertugas menyelenggarakan dukungan komunikasi tkiranika
bagi komando dan pengendalian Panglima TNI dalalakganaan

operasi TNI.

(2) Satkomlek TNI ...
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(2) Satkomlek TNI dipimpin oleh Komandan Satuan Komasikdan
Elektronika TNI disingkat Dansatkomlek TNI yang kedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNIlamda

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan késtum TNI.

Pasal 26
(1) Pusat Pengendalian Operasi TNI disingkat Pusdaldfisbertugas

menyiapkan dukungan fasilitas komando dan pengmmdaperasi
TNI serta menyelenggarakan sistem informasi diklimggan Markas
Besar TNI.

(2) Pusdalops TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengea&iperasi TNI
disingkat Kapusdalops TNI yang berkedudukan di bawdan
bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pefaen tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 27

(1) Sekretariat Umum TNI disingkat Setum TNI bertugas
menyelenggarakan dan mengendalikan administrasiruiidl untuk
mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan TNI

(2) Setum TNI dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum TdN$ingkat
Kasetum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertamggawab
kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas deduari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Paragraf 5 ...
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Paragraf 5
Badan Pelaksana Pusat

Pasal 28

(1) Sekolah Staf dan Komando TNI disingkat Sesko TNHugmas
menyelenggarakan pendidikan pengembangan umumggirtir NI,
pendidikan operasi gabungan di lingkungan TNI, peadn bidang
manajemen, melaksanakan evaluasi dan pengembanghitamg
yang berkaitan dalam rangka mendukung pelaksanagas-tugas
TNI, menyelenggarakan latihan gabungan untuk Kot&ps TNI
serta mengadakan kerjasama akademik dengan lengeaghdikan
militer dalam negeri maupun luar negeri serta Peigu Tinggi dalam

rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Seska TN

(2) Sesko TNI dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dami&ndo TNI
disingkat Dansesko TNI yang berkedudukan di bawadn d
bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pataen tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

(3) Dansesko TNI dibantu oleh Wakil Dansesko TNI, 6aah orang
Direktur, 1 (satu) orang Koordinator Dosen disirtgKardos, dan 1

(satu) orang Komandan Korps Siswa disingkat Dam&ors

Pasal 29

(1) Komando Pendidikan dan Latihan TNI disingkat KoaikITNI
menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan latihdih yang

bersifat tri matra dalam rangka mendukung tuga®ipdiI.

(2) Kodiklat TNI ...
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Kodiklat TNI dipimpin oleh seorang Komandan Komarikendidikan
dan Latihan TNI disingkat Dankodiklat TNI yang bedkidukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNlanda

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan késtum TNI.

Dankodiklat TNI dibantu oleh Wakil Dankodiklat TNL, (satu) orang
Inspektur, 4 (empat) orang Direktur dan 4 (empetjhg Komandan.

Susunan organisasi Kodiklat TNI dan satuan-satudgraw@dhnya

dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Akademi TNI bertugas menyelenggarakan pendidikantapea
Perwira TNI yang bersifat Integratif dalam rangkanyiapkan kader

Pemimpin TNI.

Akademi TNI dipimpin oleh Komandan Jenderal AkadeiiNI
disingkat Danjen Akademi TNI yang berkedudukan divah dan
bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pafaen tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Danjen Akademi dibantu oleh 2 (dua) orang Direl&kademi TNI.

Pasal 31

Badan Intelijen Strategis TNI disingkat Bais TNI riogas
menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijeategis serta
pembinaan kekuatan dan kemampuan intelijen steatigam rangka

mendukung tugas pokok TNI.

(2) Bais TNI ...
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(2) Bais TNI dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Ségis TNI
disingkat Kabais TNI yang berkedudukan di bawah barianggung
jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tsghari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

(3) Kabais TNI dibantu oleh Wakil Kabais TNI disingh&faka Bais TNI,
7 (Tujuh) orang Direktur Bais TNI, dan 3 (tiga) ngaKomandan
Satuan disingkat Dansat, Atase Pertahanan, sertas€®at Militer

Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserik@angsa-Bangsa.

Pasal 32

(1) Pasukan Pengamanan Presiden disingkat Paspampmdggalse
melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak ds&bap saat
kepada Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negéraylsat Kepala
Negara/Pemerintahan beserta keluarganya serta tpgaekoler

kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

(2) Paspampres dipimpin oleh Komandan Pasukan Pengankaaaiden
disingkat Danpaspampres yang berkedudukan di bawah
bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pataen tugas
sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

(3) Danpaspampres dibantu  Wakil Danpaspampres  disingkat

Wadanpaspampres.

Pasal 33
(1) Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Babinkum TNrFtiigas

membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan peabihukum
dan hak asasi manusia di lingkungan TNI, pembinaan
penyelenggaraan oditurat, dan pemasyarakatan mildalam

lingkungan peradilan militer.

(2) Babinkum TNI ...
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Babinkum TNI dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaarkdin TNI
disingkat Kababinkum TNI yang berkedudukan di bawdan
bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pateen tugas
sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Kababinkum TNI dibantu oleh Wakil Kababinkum TNIsoigkat
Waka Babinkum TNI, 2 (dua) orang Oditur dan 1 (pabwang

Kapusmasmil.

Pasal 34

Pusat Penerangan TNI disingkat Puspen TNI bertugas
menyelenggarakan transformasi penerangan TNI seegrsadu dan
mengembangkan sistem informasi penerangan dalangkaan

mendukung tugas pokok TNI.

Puspen TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Penerangah didingkat
Kapuspen TNI yang berkedudukan di bawah dan begtarwgjawab
kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas deduari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Kapuspen TNI dibantu oleh Wakil Kapuspen TNI diag
Wakapuspen TNI.

Pasal 35

Pusat Kesehatan TNI disingkat Puskes TNI bertugas
menyelenggarakan dukungan kesehatan secara tedpaduntegratif

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.

(2) Puskes TNI ...



(2)

3)

(1)

2)

(1)

2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

Puskes TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan diNingkat
Kapuskes TNI yang berkedudukan di bawah dan begtamygjawab
kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas deduari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Kapuskes TNI dibantu oleh Wakil Kapuskes TNI disiag
Wakapuskes TNI.

Pasal 36

Badan Perbekalan TNI disingkat Babek TNI bertugas
menyelenggarakan pembekalan materiil TNI terpusat htegratif

dalam rangka pelaksanaan dukungan operasi TNI.

Babek TNI dipimpin oleh Kepala Badan Perbekalan Tiingkat
Kababek TNI yang berkedudukan di bawah dan bertamygawab
kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas deduari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 37

Pusat Pembinaan Mental TNI disingkat Pusbintal Tiddrtugas
menyelenggarakan pembinaan mental integratif djklimgan TNI

dalam rangka penyiapan kemampuan dan kekuatan TNI.

Pusbintal TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pembinaéamtal TNI
disingkat Kapusbintal TNI yang berkedudukan di blawdan
bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pataen tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 38 ...
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Pasal 38

Pusat Keuangan TNI disingkat Pusku TNI bertugasyelenggarakan

pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI.

Pusku TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan TMingkat
Kapusku TNI yang berkedudukan di bawah dan bertamggawab
kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas deduari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 39

Pusat Sejarah TNI disingkat Pusjarah TNI bertugasymlenggarakan
pembinaan kesejarahan dan tradisi TNI dalam rapgkeiembangan

dan pemeliharaan jiwa korsa dan semangat kep@aurit

Pusjarah TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Sejarah TMlingkat
Kapusjarah TNI yang berkedudukan di bawah dan bggiang jawab
kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas deduari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 40

Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI disingkairffolahta TNI
bertugas menyiapkan informasi dan pengolahan datatarig
pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI, menyelesggafungsi
pembinaan sistem aplikasi informasi TNI bagi Pinapirdan Staf di
lingkungan TNI, serta pembinaan sistem komputer kiamunikasi

data dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.

(2) Pusinfolahta TNI ...
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Pusinfolahta TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Infosnadan
Pengolahan Data TNI disingkat Kapusinfolahta TNI ngya
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kdpadglima TNI,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasilkdnKasum TNI.

Pasal 41

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian disingkat PMRPbErtugas
menyelenggarakan pembekalan dan pelatihan bagnedr$NI yang
dipersiapkan sebaga¥lilitary Observer, Kontingen dan penugasan

luar negeri untuk tugas operasi perdamaian dunia.

PMPP TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Misi Pemelilaara
Perdamaian disingkat Ka PMPP TNI yang berkedudukiabawah
dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalalakgsnaan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 42

Pusat Pengkajian Strategi TNI disingkat Pusjian3thd bertugas
menyelenggarakan fungsi pembinaan pengkajian giraidl bagi
Pimpinan dan Staf di lingkungan TNI dalam rangkandukung tugas
pokok TNI.

Pusjianstra TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengkajstrategi TNI
disingkat Kapusjianstra TNI yang berkedudukan dwdda dan
bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pafaen tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 43 ...
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Pasal 43

Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI disingkat Pgsioa TNI
bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan penggaba
kepemimpinan di dalam dan di luar lingkungan TNlada rangka

mendukung tugas pokok TNI.

Pusbangpim TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengegdman
Kepemimpinan TNI disingkat Kapusbangpim TNI yangkieeludukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima Tslam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan kéestum TNI.

Pasal 44

Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana disiRgCPB
bertugas mengatasi dampak bencana alam yang tedgclgan
melakukan kegiatan proses evakuasi dan hospitadiseta penyaluran
dan pendistribusian logistik secara cepat dan tepata selama
tanggap darurat agar jalannya roda pemerintahag yaengalami

bencana segera dapat normal kembali.

PRCPB dipimpin oleh Komandan Pasukan Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana disingkat Dan PRCPB yarkgdetukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan kéestum TNI.

Dan PRCPB dibantu oleh Wakil Komandan PRCPB disahykKadan
PRCPB dan 3 (tiga) orang Komandan Satuan Tugasg#tesi

Dansatgas.

Pasal 45 ...
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Pasal 45

(1) Pasukan Pemukul Reaksi Cepat disingkat PPRC bertuga
melaksanakan tindakan cepat terhadap ancaman ngatama-
lamanya tujuh hari di wilayah darat Negara KesatirRapublik
Indonesia, dalam rangka menangkal, menyanggah awatyu

menghancurkan musuh.

(2) PPRC dipimpin oleh Komandan Pasukan Pemukul Re@kgqat
disingkat Dan PPRC yang berkedudukan di bawah e@starmgung
jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tsghari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

(3) Dan PPRC dibantu oleh Wakil Komandan PPRC disingkatan
PPRC.

Pasal 46

(1) Komando Garnisun Tetap disingkat Kogartap bertugasnelinara
dan menegakkan ketentuan-ketentuan pokok kemiiteumtuk
meningkatkan soliditas persatuan dan kesatuan satiaan di wilayah

Garnisun.

(2) Kogartap dipimpin oleh Komandan Komando Garnisuntape
disingkat Dankogartap yang berkedudukan di bawahb@atanggung
jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tsghari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

(3) Dankogartap dibantu oleh Kepala Staf Kogartap dlsan
Kaskogartap.

(4) Susunan organisasi Kogartap dan satuan-satuan ahioga dibentuk

secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 6 ...
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Paragraf 6
Komando Utama Operasi

Pasal 47

Komando Pertahanan Udara Nasional disingkat Kohzasutdertugas
menyelenggarakan upaya pertahanan keamanan tespaslwvilayah
udara nasional secara mandiri ataupun bekerja dangan Komando
Utama Operasional lainnya dalam rangka mewujudiegiaklatan dan
keutuhan serta kepentingan lain dari Negara KesatRapublik
Indonesia dan menyelenggarakan pembinaan admsiistdan
kesiapan operasi unsur-unsur Hanud TNI Angkatan rdJddan
melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur Hadalhm

jajarannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Kohanudnas dipimpin oleh Panglima Komando Pertaihaddara
Nasional disingkat Pangkohanudnas, yang berkeduddkaawah
dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pangkohanudnas dibantu oleh Kepala Staf Kohanudisamkat Kas
Kohanudnas dan Panglima Komando Sektor Kohanudisasgkiat

Pangkosek Kohanudnas.

Susunan organisasi Kohanudnas dan satuan-satuaawatibya

dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 48

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan disingkat Keijadn
bertugas sebagai penindak awal bila terjadi komfliwilayahnya baik
untuk OMP maupun OMSP dan sebagai kekuatan peniamhgka

terjadi ancaman dari luar sesuai dengan kebijakauglitna TNI.

(2) Kogabwilhan ...
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Kogabwilhan dipimpin oleh Panglima Komando Gabunyéitayah
Pertahanan disingkat Pangkogabwilhan yang berkdé@unddi bawah

dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pangkogabwilhan dibantu oleh Kepala Staf Kogabwilligsingkat

Kas Kogabwilhan dan Asisten Pangkogabwilhan.

Susunan organisasi Kogabwilhan dan satuan-satuaawdhnya

dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat ghsih Kostrad
adalah Kotama Ops yang bertugas menyelenggarakarasop
pertahanan keamanan tingkat strategis sesuai dekgaiakan

Panglima TNI.

Kostrad dipimpin oleh Panglima Komando Cadangamat&gis TNI
Angkatan Darat disingkat Pangkostrad, yang berkeakiud di bawah

dan bertanggung jawab kepada Panglima. TNI

Pangkostrad dibantu oleh Kepala Staf Kostrad disinglas Kostrad,
Panglima Divisi Infanteri disingkat Pangdivif seKapala Staf Divisi

Infanteri disingkat Kasdivif.

Susunan organisasi Kostrad dan satuan-satuan dibgevadibentuk

secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan

Pasal 50
Komando Pasukan Khusus disingkat Kopassus adalaant&o Ops
yang bertugas menyelenggarakan operasi komandoasbpsandi
yudha, dan operasi penanggulangan teror sesuaiadekepijakan

Panglima TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI

(2) Kopassus ...
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Kopassus dipimpin oleh Komandan Jenderal Komandsukzen
Khusus disingkat Danjen Kopassus, yang berkeduddkbawah dan

bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Danjen Kopassus dibantu oleh Wakil Danjen Kopasdisghgkat

Wadanjen Kopassus.

Pasal 51

Komando Daerah Militer disingkat Kodam adalah Koda®ps yang
bertugas pokok menyelenggarakan operasi pertalgaraikeamanan
negara matra darat di wilayahnya, dalam rangka grahgn dan

penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan kebijakagliP@nTNI.

Kodam dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Militesingkat
Pangdam yang berkedudukan di bawah dan bertanggwal kepada
Panglima TNI.

Pangdam dibantu oleh Kepala Staf Kodam disingkatlim.

Susunan organisasi Kodam dan satuan-satuan dibgavatibentuk

secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

Komando Armada disingkat Koarmada adalah Kotama gy
bertugas menyelenggarakan operasi intelijen maritiguna
mendukung pelaksanaan operasi laut, menyelenggarakerasi
tempur laut dalam rangka OMP baik operasi gabungeupun
mandiri, menyelenggarakan OMSP baik berupa opdaasi sehari-
hari maupun operasi keamanan laut di wilayahnyaiasedengan

kebijakan Panglima TNI.

(2) Koarmada ...
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(2) Koarmada dipimpin oleh Panglima Komando Armada ndisat
Pangkoarmada yang berkedudukan di bawah dan bgtaggawab
kepada Panglima TNI.

(3) Pangkoarmada dibantu oleh Kepala Staf Komando Aanthsingkat
Kas Koarmada, Komandan Gugus Tempur Laut disingkat
Danguspurla, dan Komandan Gugus Keamanan Laut géestin
Danguskamla, serta Komandan Pangkalan Utama TNka&ag Laut

disingkat Danlantamal.

(4) Susunan organisasi Koarmada dan satuan-satuanatibgav dibentuk

secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

(1) Komando Lintas Laut Militer disingkat Kolinlamil athh Kotama
Ops yang bertugas menyelenggarakan operasi anglautNI baik
dalam rangka OMP maupun OMSP dan bantuan angkatérsésuai
dengan kebijakan Panglima TNI.

(2) Kolinlamil dipimpin oleh Panglima Komando Lintas utaMiliter
disingkat Pangkolinlamil yang berkedudukan di bawalan
bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

(3) Pangkolinlamil dibantu oleh Kepala Staf Kolinlandisingkat Kas

Kolinlamil.

Pasal 54

(1) Komando Operasi TNI Angkatan Udara disingkat Koopsaalah
Kotama Ops yang bertugas melaksanakan operasisopelaa dalam
rangka penegakan kedaulatan negara di udara, memglyenegakan
kedaulatan negara di darat dan di laut di wilayahsgsuai dengan

kebijakan Panglima TNI.
(2) Koopsau ...
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(2) Koopsau dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Pgkatan
Udara disingkat Pangkoopsau yang berkedudukan dialtbadan
bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

(3) Pangkoopsau dibantu oleh Kepala Staf Koopsau digindg<as
Koopsau dan Komandan Pangkalan Udara Tipe A disingkan
Lanud Tipe A.

(4) Susunan organisasi Koopsau dan satuan-satuan dibgavaibentuk

secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Markas Besar TNI Angkatan Darat

Paragraf 1
Organisasi Markas Besar TNI Angkatan Darat

Pasal 55
Markas Besar TNI Angkatan Darat terdiri atas :
a. unsur pimpinan :
1. Kepala Staf TNI Angkatan Darat; dan
2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
b. unsur pembantu pimpinan :
1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat;
2. Staf Ahli Kasad,
Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darat
Staf Pengamanan TNI Angkatan Darat;
Staf Operasi TNI Angkatan Darat;
Staf Personalia TNI Angkatan Darat;
Staf Logistik TNI Angkatan Darat;

© N o 0o &~ W

Staf Teritorial TNI Angkatan Darat; dan

c. unsur ...
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unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Pangltha
Badan Pelaksana Pusat :

Pusat Kesenjataan Infanteri;

Pusat Kesenjataan Kavaleri;

Pusat Kesenjataan Artileri Medan;

Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara;
Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat;

Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat;

Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat;

Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat;

© © N o a0 B~ w DR

Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat;

10. Direktorat Perhubungan TNI Angkatan Darat;
11.Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat;
12.Direktorat Pembekalan Angkutan TNI Angkatandbar
13. Direktorat Kesehatan TNI Angkatan Darat;
14.Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat;

15. Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat;

16. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat;

17.Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat;

18.Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat;

19.Dinas Pembinaaviental TNI Angkatan Darat;
20.Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat;

21.Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkataat;
22.Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat;

23.Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angk&arat;
24.Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat;

25. Akademi Militer;

26.Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat; da
27.Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat.

e. Komando ...
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Komando Utama Pembinaan :

1. Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat;

2. Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan LatinBMI
Angkatan Darat;

3. Komando Daerah Militer; dan

4. Komando Pasukan Khusus.

Paragraf 2
Unsur Pimpinan

Pasal 56

Kepala Staf TNI Angkatan Darat disingkat Kasad algbimpinan
TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di bawah damabggung
jawab kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentieatypan

perundang-undangan.

Kasad bertugas :

a. memimpin TNI Angkatan Darat dalam pembinaan kekuatan
kesiapan operasional TNI Angkatan Darat;

b. membantu Panglima TNI dalam menyusun kebijakanatent
pengembangan postur, doktrin dan strategi sertaasipeniliter

matra darat;

c. membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen

pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan TNI famgkarat;
dan

d. melaksanakan tugas lain matra darat yang dibeolemPanglima
TNI.

Kasad dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Weaidad
disingkat Wakasad.
Pasal 57 ...
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Pasal 57

Wakasad adalah pembantu dan penasihat utamadKasng
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kefasiad.

Wakasad bertugas sebagai pembantu dan penadénata Kasad
dalam memimpin, mengkoordinasikan dan membina baddan
pembantu pimpinan/staf, pelayanan dan pelaksahaesta pelaksana
pusat dan komando utama pembinaan, serta tugas \iang

dibebankan oleh Kasad.

Paragraf 3
Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 58

Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat disingkpgnbd bertugas
membantu Kasad di bidang Pengawasan dan Pemerildsaam serta
Pengawasan dan Pemeriksaan Perbendaharaan tedeygmmuna,
hasil guna, tepat guna, tertib hukum, tertib adstiasi dan tertib
tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan dan pegoiban kekuatan
di jajaran TNI Angkatan Darat dalam rangka mendgkpelaksanaan

tugas TNI Angkatan Darat.

Itjenad dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI Angkat Darat
disingkat Irjenad yang berkedudukan di bawah databggung jawab
kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehariikadrdinasikan
oleh Wakasad.

Irjenad dibantu oleh 2 (dua) orang InspektorahHyk

Pasal 59 ...
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Pasal 59
Staf Ahli Kasad disingkat Sahli Kasad bertugas nemib

memberikan saran kepada Kasad untuk mengolah darelaad
secara akademis masalah nasional dan internasiy@raj terkait

dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

Sahli Kasad terdiri dari 7 (tujuh) Perwira Tinggang bertanggung

jawab kepada Kasad.

Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Kasad diaturageRgraturan
Panglima TNI.

Pasal 60

Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darsingkat
Srenaad bertugas membantu Kasad dalam menyelekggaftangsi
staf di bidang perencanaan dan anggaran TNI AngkBtrat yang
meliputi perumusan kebijakan dan perencanaan gisateembinaan
manajemen, perencanaan program dan anggaran,itipenelan
pengembangan, pelaksanaan anggaran, pengendabgnamr dan
anggaran, serta pembinaan sistem informasi dalagkaapembinaan
TNI Angkatan Darat.

Srenaad dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan AaggKasad
disingkat Asrena Kasad yang berkedudukan di bawan d
bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksangas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Asrena Kasad dibantu oleh Wakil Asrena Kasad disihd§Vaasrena

Kasad.

Pasal 61 ...
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Pasal 61

Staf Pengamanan TNI Angkatan Darat disingkat Spabetugas
membantu Kasad menyelenggarakan fungsi staf umumkaian
Darat di bidang pengamanan meliputi pembinaan peagan dan
perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyagdifen dalam

rangka pembinaan TNI Angkatan Darat.

Spamad dipimpin oleh Asisten Pengamanan Kasadg#isinrAspam
Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertangguvapj&epada
Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikwasitian oleh
Wakasad.

Aspam Kasad dibantu oleh Wakil Aspam Kasad disihgkaaspam

Kasad.

Pasal 62

Staf Operasi TNl Angkatan Darat disingkat Sopsadtulgas
membantu Kasad menyelenggarakan fungsi staf umuhAnbkatan
Darat di bidang pembinaan, pengendalian kekuatankdamampuan
operasi yang meliputi pembinaan doktrin, pembinaaganisasi,
pembinaan latihan dan peningkatan mutu tempur sats@rta

penyiapan/penyediaan kekuatan.

Sopsad dipimpin oleh Asisten Operasi Kasad disinglsaps Kasad
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawphdeeKasad,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikdnWakasad.

Asops Kasad dibantu oleh Wakil Asops Kasad disingk@asops

Kasad.

Pasal 63 ...
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Pasal 63
Staf Personalia TNl Angkatan Darat disingkat Spebréertugas

membantu Kasad menyelenggarakan fungsi staf umuhAhkatan

Darat di bidang personel yang meliputi pembinaaraga manusia
dan pembinaan personel secara individu serta @ingigoembinaan
administrasi umum, urusan dalam dan protokoler,yeaan hukum,

disiplin dan tata tertib.

Spersad dipimpin oleh Asisten Personel Kasad disingAspers
Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggumapj&epada
Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikwasitian oleh
Wakasad.

Aspers Kasad dibantu oleh Wakil Aspers Kasad dksih§Vaaspers

Kasad.

Pasal 64
Staf Logistik TNI Angkatan Darat disingkat Slogacdertoigas

membantu Kasad menyelenggarakan fungsi staf umuhAnbkatan
Darat di bidang logistik yang meliputi pembekalg®emeliharaan,
angkutan, konstruksi, kesehatan dan administrasibopean logistik

dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Darat.

Slogad dipimpin oleh Asisten Logistik Kasad disiaglslog Kasad
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawphdeeKasad,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikdnWakasad.

Aslog Kasad dibantu oleh Wakil Aslog Kasad disingkdaaslog

Kasad.

Pasal 65 ...
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Pasal 65

Staf Teritorial TNI Angkatan Darat disingkat Sterdaertugas
membantu Kasad menyelenggarakan fungsi staf umuhAnbkatan
Darat di bidang teritorial yang meliputi perencangaogram dan
anggaran teritorial, pembinaan kemampuan teritorm@mbinaan
perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial pembinaan
bakti TNI dalam rangka menyiapkan ruang, alat dandisi juang
bagi kepentingan pertahanan negara aspek darat.

Sterad dipimpin oleh Asisten Teritorial Kasad digiat Aster Kasad
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawphdeeKasad,
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikdnWakasad.
Aster Kasad dibantu olen Wakil Aster Kasad disingk#aaster

Kasad.

Paragraf 4
Badan Pelaksana Pusat

Pasal 66

Pusat Kesenjataan Infanteri disingkat Pussenif ubasg
menyelenggarakan pembinaan kesenjataan Infantmdigikan dan
latihan, penelitian dan pengembangan Infanteri dsntUdara di
lingkungan TNI Angkatan Darat dalam rangka pemhinaa
kemampuan dan kekuatan satuan Infanteri.
Pussenif dipimpin oleh Komandan Pusat Kesenjataaianteri
disingkat Danpussenif yang berkedudukan di bawahbdstanggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $elari-
dikoordinasikan oleh Wakasad.
Danpussenif dibantu oleh Wakil Danpussenif disingk&adan
Pussenif.

Pasal 67 ...
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Pasal 67

Pusat Kesenjataan Kavaleri disingkat Pussenkav udpest
menyelenggarakan pembinaan fungsi kesenjataan &m@gval
pendidikan dan latihan serta pengembangbiakan kudder di
lingkungan TNI Angkatan Darat dalam rangka pembhinaa
kemampuan dan kekuatan kesenjataan Kavaleri sextabipaan

Satuan Kavaleri.

Pussenkav dipimpin oleh Komandan Pusat Kesenjat&aaleri
disingkat Danpussenkav yang berkedudukan di bawan d
bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksangas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 68

Pusat Kesenjataan Artileri Medan disingkat Pusseedr bertugas
menyelenggarakan pembinaan bidang kesenjataanerArtledan,
meliputi pembinaan kesenjataan, pendidikan, lafilpemelitian dan
pengembangan bidang Artileri Medan, dalam rangkanbpeaan

kemampuan serta kekuatan kesenjataan Artileri Medan

Pussenarmed dipimpin oleh Komandan Pusat Kesenjaatleri
Medan disingkat Danpussenarmed yang berkeduduk&avdah dan
bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksangas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 69 ...
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Pasal 69

(1) Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara disinBkissenarhanud
bertugas menyelenggarakan pembinaan bidang kesamjahrtileri
Pertahanan Udara, meliputi pembinaan kesenjataandigikan,
latihan, penelitian dan pengembangan bidang ArtiRertahanan
Udara, dalam rangka pembinaan kemampuan serta tiekua

kesenjataan Artileri Pertahanan Udara.

(2) Pussenarhanud dipimpin oleh Komandan Pusat Keaanjartileri
Pertahanan Udara disingkat Danpussenarhanud yakedoelukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalaakspelaan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 70
(1) Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat disingkat dhespad
bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pamgah TNI
Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TNKkAtemn Darat.
(2) Puspenerbad dipimpin oleh Komandan Pusat PenerbENg
Angkatan Darat disingkat Danpuspenerbad yang bacdkdagn di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalaakspelan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 71

(1) Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat disingkaigpomad bertugas
menyelenggarakan, mengkoordinasikan, pemelihargemegakan

hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNhgkatan Darat.

(2) Puspomad ...
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Puspomad dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi MilifENI
Angkatan Darat disingkat Danpuspomad yang berkddarddi bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanmas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Danpuspomad dibantu oleh Wakil Danpuspomad disingKadan

Puspomad.

Pasal 72

Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat disingkat Pueste bertugas
menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis teritomaéliputi

pembinaan sistem dan metode, pembinaan kemampuii@mniaé serta
pengkajian dan pengembangan dalam rangka mendukgag TNI

Angkatan Darat.

Pusterad dipimpin oleh Komandan Pusat Teritoriall Bxigkatan
Darat disingkat Danpusterad yang berkedudukan dvabadan
bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksangas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Danpusterad dibantu oleh Wakil Danpusterad disingkéadan

Pusterad.

Pasal 73

Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat disingkatsitelad bertugas
menyelenggarakan pembinaan fungsi intelijen damgg@e@anan tubuh
TNI Angkatan Darat serta menyajikan intelijen b&msad dalam

rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

(2) Pusintelad ...
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(2) Pusintelad dipimpin oleh Komandan Pusat lj@eliTNI Angkatan
Darat disingkat Danpusintelad yang berkedudukanbalivah dan
bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksangas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 74
(1) Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat disingkat Ditdiabertugas

menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelakggafungsi
Zeni serta membina kesiapan operasional SatuantZ@gnisat dalam

rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat dan TNI.

(2) Ditziad dipimpin oleh Direktur Zeni TNI Angkatan B disingkat
Dirziad yang berkedudukan di bawah dan bertanggawgb kepada
Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikuasittian oleh
Wakasad.

Pasal 75
(1) Direktorat Perhubungan TNI Angkatan Darat disingkithubad

bertugas menyelenggarakan pembinaan personel
menyelenggarakan fungsi perhubungan dalam rangkadukang

tugas TNI Angkatan Darat.

(2) Dithubad dipimpin oleh Direktur Perhubungan TNI Aatan Darat
disingkat Dirhubad yang berkedudukan di bawah dartabhggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $eatnari-

dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 76 ...
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Pasal 76
(1) Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat disingkdpBlad bertugas

menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelakggafungsi

peralatan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkataat.

(2) Ditpalad dipimpin oleh Direktur Peralatan TNI Angka Darat
disingkat Dirpalad yang berkedudukan di bawah dartanggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $etnari-

dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 77
(1) Direktorat Pembekalan Angkutan TNI disingkat Dithegad bertugas

menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelakggafungsi
perbekalan angkutan dalam rangka mendukung tugdsAinbkatan
Darat.

(2) Ditbekangad dipimpin oleh Direktur Pembekalan Arigku TNI
Angkatan Darat disingkat Dirbekangad yang berkekadui bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelasanmgas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 78
(1) Direktorat Kesehatan TNI Angkatan Darat disingkaitk&sad

bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan
menyelenggarakan fungsi kesehatan dalam rangkaukeng tugas
TNI Angkatan Darat.

(2) Ditkesad ...
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(2) Ditkesad dipimpin oleh Direktur Kesehatan TNI Angka Darat
disingkat Dirkesad yang berkedudukan di bawah darabggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $elari-

dikoordinasikan oleh Wakasad.

(3) Dirkesad dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Rumniit $usat TNI
Angkatan Darat disingkat Ka RSPAD Gatot Soebroto da(satu)
orang Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 79
(1) Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Dar&imbkat Ditajenad

bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan
menyelenggarakan fungsi pengurusan administrasi numdan
pemeliharaan kesejahteraan moril Prajurit/PegavegieN Sipil dalam

rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

(2) Ditajenad dipimpin oleh Direktur Ajudan Jendefmgkatan Darat
disingkat Dirajenad yang berkedudukan di bawah blartanggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $etnari-

dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 80

(1) Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat disingkaittbpad bertugas
menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelakggafungsi
penyediaan dan penyajian informasi geografi/medaland bentuk
Peta Topografi, data dan analisa medan serta prdcpografi

lainnya dalam rangka mendukung tugas TNI AngkataraD

(2) Dittopad ...
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Dittopad dipimpin oleh Direktur Topografi TNl Angten Darat
disingkat Dirtopad yang berkedudukan di bawah dartabggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $etnari-

dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 81

Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat disingkat Ditkad bertugas
menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelakggafungsi

hukum dalam rangka mendukung tugas TNI AngkatamDar

Ditkumad dipimpin oleh Direktur Hukum TNI AngkataDarat
disingkat Dirkumad yang berkedudukan di bawah dartanggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $enari-

dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 82

Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat disingkatkDad bertugas
menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelakggafungsi

keuangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkasaat.

Ditkuad dipimpin oleh Direktur Keuangan TNI AngkateDarat
disingkat Dirkuad yang berkedudukan di bawah dartabhggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $elari-

dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 83 ...
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Pasal 83

Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat disingkat Disjasad Igarsu
menyelenggarakan pembinaan jasmani yang melipumbpatukan,
peningkatan dan pemeliharaan kemampuan jasmanrgogian dan

satuan dalam rangka mendukung tugas TNI AngkataatDa

Disjasad dipimpin oleh Kepala Dinas Jasmani TNI Katgn Darat
disingkat Kadisjasad yang berkedudukan di bawah atanggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $einari-

dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 84

Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat disingResbintalad
bertugas menyelenggarakan pembinaan mental dalangkaa

mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

Disbintalad dipimpin oleh Kepala Dinas Pembinaannide TNI
Angkatan Darat disingkat Kadisbintalad yang berkidhan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelasanmgas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 85
Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat disingkat Disgbibertugas
menyelenggarakan pembinaan psikologi meliputi keghian dan
perilaku personel/prajurit baik perorangan maupeftompok dalam

rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

(2) Dispsiad ...
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Dispsiad dipimpin oleh Kepala Dinas Psikologi TNhgkatan Darat
disingkat Dispsiad yang berkedudukan di bawah dartabggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $etnari-

dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 86

Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan tOhsangkat
Dislitbangad bertugas menyelenggarakan pembinaaelipan dan
pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangamgujian
dan evaluasi perangkat keras serta pengkajian daergpan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembinaknat@n dan

kemampuan TNI Angkatan Darat.

Dislitbangad dipimpin oleh Kepala Dinas Penelitiadan
Pengembangan TNI Angkatan Darat disingkat Dislitfzah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kelgasad, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\dlakasad.

Pasal 87

Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat disingkat Disjachlbertugas
menyelenggarakan pembinaan sejarah yang melipukunden
penulisan sejarah dan perpustakaan, museum, mondarenradisi
dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

Ditjarahad dipimpin oleh Kepala Dinas Sejarah TNigkatan Darat
disingkat Kadisjarahad yang berkedudukan di baveahlgrtanggung
jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas $eatnari-

dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 88 ...



(1)

(2)

(1)

2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -

Pasal 88

Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AngkataraDdisingkat
Disinfolahtaad bertugas menyelenggarakan pembinaastem
informasi dan pengolahan data yang meliputi pemibasag,
pengembangan, pemeliharaan dan penyiapan sistermafi TNI
Angkatan Darat secara elektronik yang meliputi bglantelijen,
operasi, personel, logistik/materiil, keuangan, epeanaan
pembangunan kekuatan, program dan anggaran, mesed&a

pemeliharaan dalam rangka mendukung tugas TNI Aagk2arat.

Disinfolahtaad dipimpin oleh Kepala Dinas Informédan Pengolahan
Data TNI Angkatan Darat disingkat Kadisinfolahtaagang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kelgasad, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\dlakasad.

Pasal 89

Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat disingkat Diadebertugas
menyelenggarakan pembinaan penerangan yang mdHipograngan
Satuan, Penerangan Umum, Penerangan Khusus dals&er@pini

Strategis dalam rangka mendukung tugas TNI Angkitamat.

Dispenad dipimpin oleh Kepala Dinas Penerangan ANgkatan
Darat disingkat Kadispenad yang berkedudukan di abavdan
bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksangas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 90 ...
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Pasal 90

Akademi Militer disingkat Akmil bertugas menyelerggkan
pendidikan pertama perwira sukarela TNI AngkatarraDdingkat
Akademik.

Akmil dipimpin oleh Gubernur Akademi Militer disikgt Gubernur
Akmil yang berkedudukan di bawah dan bertanggumeglppkepada
Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikuasitian oleh
Wakasad.

Gubernur Akmil dibantu olenh Wakil Gubernur Akmil schgkat
Wagub Akmil.

Pasal 91
Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat disatgReskoad

bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangammu
tertinggi TNl Angkatan Darat, pengkajian dan pengangan strategis
dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

Seskoad dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan dtoim TNI

Angkatan Darat disingkat Danseskoad yang berkedarduk bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanmas
sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Danseskoad dibantu oleh Wakil Danseskoad disingké&idan

Seskoad.

Pasal 92
Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat disingksafcapa AD

bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukarsar da
Keperwiraan bagi Calon Perwira TNI Angkatan Darakach rangka
mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

(2) Secapa AD ...
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(2) Secapa AD dipimpin oleh Komandan Sekolah Calon FPan@NI
Angkatan Darat disingkat Dansecapa AD yang berkekia di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalaakspelkan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Paragraf 5
Komando Utama Pembinaan

Pasal 93
Kostrad disamping sebagai Kotama Ops sebagaimamakdud dalam
Pasal 49, juga sebagai Kotama Bin yang bertugas bmankesiapan
operasional atas segenap jajaran komandonya yakegdoelukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kasad.

Pasal 94
(1) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Ahbkatan

Darat disingkat Kodiklatad bertugas menyelenggaragambinaan
doktrin dan organisasi satuan jajaran TNI Angkddanat, pembinaan
pendidikan dan latihan TNI Angkatan Darat dalangk@amendukung
tugas TNI Angkatan Darat.

(2) Kodiklatad dipimpin oleh Komandan Komando Pembin&aoktrin
Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat disingRahkodiklatad
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawphdeeKasad,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasiledn\Wakasad.

(3) Dankodiklatad dibantu oleh Wakil Dankodiklatad dgat Wadan
Kodiklatad, 3 (tiga) orang Direktur Kodiklatad, ddan(satu) orang
Sekretaris Kodiklatad.

Pasal 95 ...
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Pasal 95

Kodam disamping sebagai Kotama Ops sebagaimanaksiishadalam
Pasal 51, juga sebagai Kotama Bin yang bertugasyetesrggarakan
pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatataksanakan
pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah peatean di darat dan
menjaga keamanan negara di wilayahnya dalam ramgkalukung tugas
pokok TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggawab kepada

Kasad.

Pasal 96

Kopassus disamping sebagai Kotama Ops sebagaimarakstid dalam
Pasal 50, juga sebagai Kotama Bin yang bertugashbmanfungsi dan
kesiapan operasional pasukan khusus yang berkednddikbawah dan

bertanggung jawab kepada Kasad.

Bagian Keempat
Markas Besar TNI Angkatan Laut

Paragraf 1
Organisasi Markas Besar TNI Angkatan Laut

Pasal 97

Markas Besar TNI Angkatan Laut terdiri atas :
a. unsur pimpinan :

1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut; dan

2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
b. unsur pembantu pimpinan :

1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut;

2. Staf Ahli Kasal;

3. Staf ...
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Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Laut;
Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut;

Staf Operasi TNI Angkatan Laut;

Staf Personalia TNI Angkatan Laut;

Staf Logistik TNI Angkatan Laut; dan

. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima.

. Badan Pelaksana Pusat :

© © N o a0 B~ WD PRE
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Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut;

Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut;

Dinas Hidrografi dan Oceanografi TNl Angkatarut;a
Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatarut;a
Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut;
Dinas Pembinaan Potensi Maritim;

Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut;
Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut;

Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut;

. Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut;

. Dinas Materiil TNI Angkatan Laut;

. Dinas Materiil Senjata dan Elektronika TNI Aaghn Laut;
. Dinas Kelaikan Material TNI Angkatan laut;

. Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut;

. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut;

. Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut;

. Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut;

. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AngKaaaity

. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatut;

. Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut;

. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut;

22. Pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- B3 -

22. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut;
23. Akademi TNI Angkatan Laut; dan
24. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut.

e. Komando Utama Pembinaan :
1. Komando Armada,;
2. Komando Lintas Laut Militer;
3. Korps Marinir; dan
4. Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AngHladah

Paragraf 2
Unsur pimpinan

Pasal 98

(1) Kepala Staf TNI Angkatan Laut disingkat Kasal atgd@mpinan TNI
Angkatan Laut yang berkedudukan di bawah dan bggiamg jawab
kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuan panaperundang-

undangan.

(2) Kasal bertugas :

a. memimpin TNI Angkatan Laut dalam pembinaan kekuadan
kesiapan operasional TNI Angkatan Laut;

b. membantu Panglima TNI dalam menyusun kebijakanaibgnt
pengembangan postur, doktrin dan strategi, serémasp militer
matra laut;

c. membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen
pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan TNI famgkaut;
dan

d. melaksanakan tugas lain matra laut yang diberikah Banglima
TNI.

(3) Kasal ...



3)

)

2)

(1)

(2)

3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 54 -

Kasal dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh \Wakil disingkat

Wakasal.

Pasal 99

Wakasal adalah pembantu dan penasihat utama Kagal y
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kefaska.

Wakasal bertugas sebagai pembantu dan penasina Hasal dalam
memimpin, mengkoordinasikan dan membina badan-bpdarbantu
pimpinan/staf, pelayanan dan pelaksana staf selékgana pusat dan

komando utama serta tugas lain yang dibebankankasal.

Paragraf 3
Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 100

Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut disingkgenial bertugas
membantu Kasal di bidang pengawasan dan pemeriksaam serta
pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan tertaglapguna,
hasil guna, tepat guna, tertib hukum, tertib adstiasi dan tertib
tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan dan peguiban
kekuatan di jajaran TNI Angkatan Laut dalam rangkandukung

pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut.

Itjenal dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI Angkatlaut disingkat
Irjenal yang berkedudukan di bawah dan bertanggawgb kepada
Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoasdian oleh

Wakasal.

Irjenal dibantu oleh 2 (dua) orang Inspektorainkije

Pasal 101 ...
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Pasal 101

(1) Staf Ahli Kasal disingkat Sahli Kasal bertugas mantb memberikan
saran kepada Kasal untuk mengolah dan menelaahrasakademis
masalah nasional dan internasional yang terkaiandalrangka

mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

(2) Sahli Kasal terdiri dari 7 (tujuh) Perwira Tinggang bertanggung

jawab kepada Kasal.

(3) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Kasal diatur asefgraturan

Panglima TNI.

Pasal 102

(1) Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Lautgkat Srenaal
bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakarsifigtgf di
bidang perencanaan dan anggaran TNI Angkatan Lang yneliputi
perumusan kebijakan perencanaan strategis, peggasEan
pembinaan organisasi dan sistem manajemen, panelidan
pengembangan, pembinaan sistem informasi, penynspragram

dan anggaran serta pengendalian program TNI AngHaat.

(2) Srenaal dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan Aagg&asal
disingkat Asrena Kasal yang berkedudukan di baveathlertanggung
jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas dwrari-

dikoordinasikan oleh Wakasal.

(3) Asrena Kasal dibantu oleh Wakil Asrena Kasal disatgWaasrena

Kasal.

Pasal 103 ...
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Pasal 103

Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut disingkat Spabwatugas
membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi stafmu TNI

Angkatan Laut di bidang intelijen maritim, pembinagengamanan
meliputi pengamanan badan/satuan, personel, nhateeimberitaan
dan kegiatan TNI Angkatan Laut, serta sejarah Tplkatan Laut

dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Laut.

Spamal dipimpin oleh Asisten Pengamanan Kasal ghsin Aspam
Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggumgbj&kepada
Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoasdian oleh

Wakasal.

Aspam Kasal dibantu oleh Wakil Aspam Kasal disirigi&aspam

Kasal.

Pasal 104

Staf Operasi TNI Angkatan Laut disingkat Sopsatumas membantu
Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TiNJk&tan Laut
di bidang pembinaan, pengendalian kekuatan dan rkguonan operasi
yang meliputi operasi, latihan, hidrografi dan owsgrafi, komunikasi
dan peperangan elektronika, penerbangan TNI Angkdiaut,

pembinaan hukum dan pembinaan potensi maritim.

Sopsal dipimpin oleh Asisten Operasi Kasal disihgksops Kasal
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawphdeeKasal,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikdn\Wakasal.

Asops Kasal dibantu oleh Wakil Asops Kasal disingkWéaasops

Kasal.

Pasal 105...
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Pasal 105

Staf Personalia TNI Angkatan Laut disingkat Sperbaltugas
membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi stafmu TNI
Angkatan Laut di bidang pembinaan personel yang iponel
penyediaan/pengadaan, pendidikan, penggunaan, garaw

pemisahan dan kesehatan personel serta kepoliditar.m

Spersal dipimpin oleh Asisten Personel Kasal diaahg\spers Kasal
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawphdeeKasal,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasildn\Wakasal.

Aspers Kasal dibantu oleh Wakil Aspers Kasal.

Pasal 106

Staf Logistik TNI Angkatan Laut disingkat Slogalrhggyas membantu
Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf umum Tizngjk@&tan Laut
di bidang pembinaan materiil dan dukungan logisteg meliputi
pembinaan materiil, fasilitas pangkalan, materiienjata dan

elektronika, kelaikan materiil serta pembekalan.

Slogal dipimpin oleh Asisten Logistik Kasal disirsgkAslog Kasal
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawphdeeKasal,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasildn\Wakasal.

Aslog Kasal dibantu oleh Wakil Aslog Kasal disingké&/aaslog

Kasal.

Paragraf 4 ...
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Paragraf 4
Badan Pelaksana Pusat

Pasal 107

Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut disingkat Disgdmertugas
menyelenggarakan pembinaan pengamanan yang mehpogsi

inteljen TNI Angkatan Laut dan intelijen maritimefdasarkan
pengarahan Kasal.

Dispamal dipimpin oleh Kepala Dinas Pengamanan ANgkatan

Laut disingkat Kadispamal yang berkedudukan di tawdan

bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksangas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 108

Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut disingkat Dispdrertugas
menyelenggarakan pembinaan penerangan yang mebguaérangan
satuan, penerangan umum, sejarah dan dokumentahiksi dalam

rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

Dispenal dipimpin oleh Kepala Dinas Penerangan Ahgkatan Laut
disingkat Kadispenal yang berkedudukan di bawah mEitanggung
jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas dwrari-

dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 109

Dinas Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Ladisingkat
Dishidrosal bertugas menyelenggarakan pembinaardroHi
Oseanografi yang meliputi survei, penelitian, pexaetlaut, publikasi,
penerapan lingkungan laut dan keselamatan navpgdayaran baik
untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan umum

(2) Dishidrosal ...
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Dishidrosal dipimpin oleh Kepala Dinas HidrograirdOceanografi
TNI Angkatan Laut disingkat Kadishidrosal yang ketudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalaakgaglaan tugas
sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 110

Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Ladisingkat
Diskomlekal bertugas menyelenggarakan pembinaarukikasi dan

peperangan elektronika TNI Angkatan Laut.

Diskomlekal dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasiand
Elektronika TNI Angkatan Laut disingkat Kadiskomdékyang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab keladal, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\dlakasal.

Pasal 111

Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut disingkaskDmal
bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di Imggu TNI
Angkatan Laut yang meliputi pembinaan hukum laut Hdamaniter,
bantuan hukum, pembinaan kesadaran dan penegakam hserta
perundang-undangan dalam rangka mendukung tugasAmbiatan

Laut.

Diskumal dipimpin oleh Kepala Dinas Pembinaan HukdiNI
Angkatan Laut disingkat Kadiskumal yang berkedudukia bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam peladsdngas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 112 ...
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Pasal 112

Dinas Pembinaan Potensi Maritim disingkat Dispotniertugas
menyelenggarakan pembinaan potensi maritim yang ipuiel
pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alambutan,
sarana dan prasarana nasional di bidang maritina sBnamisasi

pembangunan kelautan.

Dispotmar dipimpin oleh Kepala Dinas Pembinaan mtélaritim
disingkat Kadisbinpotmar yang berkedudukan di bawdan
bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksangas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 113

Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut diat
Disminpersal bertugas menyelenggarakan pembinaaninedrasi
personel meliputi penyediaan, penggunaan dan pbkarsaersonel
TNI Angkatan Laut.

Disminpersal dipimpin oleh Kepala Dinas AdministrBersonel TNI
Angkatan Laut disingkat Kadisminpersal yang berkighan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalaakgagiaan tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 114
Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut disingkat Disdikbertugas

menyelenggarakan pembinaan pendidikan yang melipnglisa
kebutuhan, perencanaan pendidikan, pengembangahdp@m dan
operasi pendidikan serta pengawasan, pengendaban edaluasi
pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

(2) Disdikal ...
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Disdikal dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan TAthgkatan Laut
disingkat Kadisdikal yang berkedudukan di bawah dartanggung
jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas dwrari-

dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 115

Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut disingkswatpersal
bertugas menyelenggarakan pembinaan perawatan npergang
meliputi pembinaan mental, pembinaan moril, pendna
kesejahteraan, pembinaan jasmani, pembinaan kest@larkerja dan

penyaluran personel TNI Angkatan Laut.

Diswatpersal dipimpin oleh Kepala Dinas Perawatanséhel TNI
Angkatan Laut disingkat Kadiswatpersal yang berkiettan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksdngas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 116

Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut disingkat Diskdsertugas
menyelenggarakan pembinaan kesehatan prajurit, waegsegeri
Sipil beserta keluarganya dan pembinaan kesehatrars dalam

rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

Diskesal dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan TMgkatan Laut
disingkat Kadiskesal yang berkedudukan di bawah lmEtanggung
jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas dwdrari-

dikoordinasikan oleh Wakasal.

(3) Kadiskesal ...
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Kadiskesal dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Rur@akit TNI
Angkatan Laut Dr. Ramelan disingkat Karumkital Bamelan dan 1

(satu) orang Kepala Lembaga Kedokteran Gigi (Kajgdo

Pasal 117

Dinas Materiil TNl Angkatan Laut disingkat Dismatélertugas
menyelenggarakan pembinaan materiil yang melipatgdiharaan
dan penghapusan terhadap kapal, terutama badah dapasistem
permesinan serta materiil tempur pasukan pendaliagéungan TNI

Angkatan Laut.

Dismatal dipimpin oleh Kepala Dinas Materiil TNI gkatan Laut
disingkat Kadismatal yang berkedudukan di bawah lsemtanggung
jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas dwrari-

dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 118
Dinas Materiil Senjata dan Elektronika TNI Angkataaut disingkat

Dissenlekal bertugas menyelenggarakan pembinaaerithaenjata,
amunisi dan elektronika yang meliputi materiil rgasi, elektronika
penginderaan, senjata dan amunisi serta peralagéminen di

lingkungan TNI Angkatan Laut.

Dissenlekal dipimpin oleh Kepala Dinas Senjata Bbektronika TNI
Angkatan Laut disingkat Kadissenlekal yang berked#tad di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam peladsanagas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 119 ...
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Pasal 119

Dinas Kelaikan Materiil TNI Angkatan Laut disingkBislaikmatal
bertugas menyelenggarakan pembinaan kelaikan mhateli

lingkungan TNI Angkatan Laut.

Dislaikmatal dipimpin oleh Kepala Dinas Kelaikan tidl TNI
Angkatan Laut disingkat Kadislaikmatal yang berkdigkan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam peladsanagas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 120

Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut disatgkisfaslanal
bertugas menyelenggarakan pembinaan fasilitas p#gkyang
meliputi fasilitas labuh, fasilitas pemeliharaaasifitas pembekalan,
fasilitas perawatan personel, fasilitas pembinaamgkalan serta
sarana dan prasarana lainnya di lingkungan TNI AtagkLaut.
Disfaslanal dipimpin oleh Kepala Dinas Fasilitasngialan TNI
Angkatan Laut disingkat Kadisfaslanal yang berkedtath di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksamnagas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 121

Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut disingkat Disadkitugas
menyelenggarakan pembinaan pengadaan materiil utéaha dan

materiil bekal di lingkungan TNI Angkatan Laut.
(2) Disadal ...
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Disadal dipimpin oleh Kepala Dinas Pengadaan TNgkatan Laut
disingkat Kadisadal yang berkedudukan di bawah lgamanggung
jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas dwdrari-

dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 122
Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut disingkat Disthdbertugas

menyelenggarakan pembinaan pembekalan yang mgbieotbekalan
materiil dan pembekalan personel bagi perorangampuorasatuan di

lingkungan TNI Angkatan Laut.

Disbekal dipimpin oleh Kepala Dinas Perbekalan Adgkatan Laut
disingkat Kadisbekal yang berkedudukan di bawah lmemanggung
jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas swrari-

dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 123

Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut disingkat Diskumdrtugas
menyelenggarakan pembinaan keuangan yang meliputbiayaan,
pengendalian, pembukuan, pelaporan dan pertanggualgan

keuangan negara di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Diskual dipimpin oleh Kepala Dinas Keuangan TNI Katan Laut
disingkat Kadiskual yang berkedudukan di bawah dartanggung
jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas dwdrari-

dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 124 ...



(1)

(2)

)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 65 -

Pasal 124

Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan daihgkat
Dislitbangal bertugas menyelenggarakan pembinaarelitan dan
pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangamgujian
dan evaluasi perangkat keras serta pengkajian dagrgpan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembinaknaten dan

kemampuan TNI Angkatan Laut.

Dislitbangal dipimpin oleh Kepala Dinas Penelitiaman
Pengembangan TNI Angkatan Laut disingkat Kadishgz yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab keidadal, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\dlakasal.

Pasal 125

Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatant ldasingkat
Disinfolahtaal bertugas menyelenggarakan pembinasistem
informasi dan pengolahan data yang meliputi peminaagug,
pengembangan, pemeliharaan dan penyiapan sistemmeni TNI
Angkatan Laut secara elektronik yang meliputi bglaimtelijen,
operasi, personel, logistik/materiil, keuangan, epeanaan
pembangunan kekuatan, program dan anggaran, metadeyotensi
maritim serta pemeliharaan dalam rangka mendukwggst TNI

Angkatan Laut.

Disinfolahtaal dipimpin oleh Kepala Dinas Informasin Pengolahan
Data TNI Angkatan Laut disingkat Kadisinfolahtaalang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab keidadal, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\dlakasal.

Pasal 126 ...
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Pasal 126

Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut disingkat Dispsiaertugas
menyelenggarakan pembinaan psikologi meliputi ibaglian dan
perilaku personel/prajurit baik perorangan maupetorkpok dalam

rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

Dispsial dipimpin oleh Kepala Dinas Psikologi TNh@katan Laut
disingkat Kadispsial yang berkedudukan di bawah kbl@rtanggung
jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas dwrari-

dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 127

Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut disingkat Fspal
bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pemga TNI

Angkatan Laut dalam rangka mendukung tugas TNI Ateyk Laut.

Puspenerbal dipimpin oleh Komandan Pusat Penerhangsdl
Angkatan Laut disingkat Danpuspenerbal yang berdekian di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalaakgagiaan tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 128

Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut disingkat spuwmal bertugas
menyelenggarakan, mengkoordinasikan, pemelihargamegakan

hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNhgkatan Laut.

(2) Puspomal ...



(2)

1)

2)

3

1)

(2)

3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 67 -

Puspomal dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Milit€NI
Angkatan Laut disingkat Danpuspomal yang berkedaduk bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam peladsanagas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 129
Akademi TNI Angkatan Laut disingkat AAL Dbertugas

menyelenggarakan pendidikan pertama perwira sukaréNI

Angkatan Laut tingkat Akademik.

AAL dipimpin oleh Gubernur Akademi TNI Angkatan Ladisingkat
Gubernur AAL yang berkedudukan di bawah dan begang jawab
kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-tkaordinasikan

oleh Wakasal.

Gubernur AAL dibantu oleh Wakil Gubernur AAL diskaj Wagub
AAL.

Pasal 130

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut disingBaskoal
bertugas melaksanakan pendidikan pengembangan uemtinggi di
lingkungan TNI Angkatan Laut, pengkajian dan penigangan
strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Seskoal dipimpin oleh Komandan Sekolah Komando ANgkatan
Laut disingkat Danseskoal yang berkedudukan di abavwdan
bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksangas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakasal.

Danseskoal dibantu oleh Wakil Danseskoal dising¥atlan Seskoal.

Paragraf 5 ...
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Paragraf 5
Komando Utama Pembinaan

Pasal 131

Koarmada disamping sebagai Kotama Ops sebagaimarakslid dalam
Pasal 52, juga sebagai Kotama Bin yang bertugasbmankemampuan
dan kekuatan komponen Sistem Senjata Armada Terd&8AT),
membina kemampuan peperangan laut, membina kesiaparasional
untuk melaksanakan OMP dan OMSP dalam rangka pdaten laut serta
proyeksi kekuatan ke darat lewat laut dalam ramqgg@egakan kedaulatan
dan hukum di laut sesuai kebijakan Panglima TNtaserembina potensi
maritim menjadi kekuatan pertahanan dan keamangaraeali laut yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kefasia.

Pasal 132

Komando Lintas Laut Militer disamping sebagai Kota@ps sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53, juga sebagai Kotama Bitudses sebagai
pembina tunggal angkutan laut TNI, membina kemamigtem angkutan
laut militer, membina potensi angkutan laut nadiogmana kepentingan
pertahanan dan keamanan negara di laut, dan memkasapan
operasional untuk melaksanakan angkutan laut TN¢ yaeliputi personel,
alat-peralatan dan pembekalan baik yang bersikdisiastrategis maupun
administratif sesuai dengan kebijakan Panglima yiéflg berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.

Pasal 133 ...
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Pasal 133

(1) Korps Marinir disingkat Kormar bertugas membina uaian,
kesiapan operasional satuan marinir sebagai paquastarat amfibi
TNI Angkatan Laut (Pasrat) dalam rangka proyek&ulagan ke darat
lewat laut, operasi pertahanan pantai di pulautp@mategis serta

operasi tempur lainnya sesuai dengan kebijakanlifzangNI.

(2) Kormar dipimpin oleh Komandan Korps Marinir disireglbDankormar
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawphdeeKasal,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasildn\Wakasal.

(3) Dankormar dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Stainéar disingkat

Kas Kormar serta Komandan Pasukan Marinir disinglatpasmar.

Pasal 134

(1) Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkataot La
disingkat Kobangdikal bertugas melaksanakan pekatidiormal TNI
Angkatan Laut, yang meliputi pendidikan pertamambpentukan,
pengembangan, spesialisasi, IlImu Pengetahuan ddmolbei,
peralihan dan pendidikan nonformal yang dibutuhkaserta
menyelenggarakan pengkajian dan pengembanganrdokierasi laut
tingkat taktik, pengkajian dan pengembangan opeaatibi aspek
darat dan operasi darat, serta pengkajian dan pwayegan dukungan

umum operasi laut di lingkungan TNI Angkatan Laut.

(2) Kobangdikal dipimpin oleh Komandan Komando Pengergba
Pendidikan TNI Angkatan Laut disingkat Dankobangtlikyang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab keladal, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\blakasal.

(3) Dankobangdikal ...
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(3) Dankobangdikal dibantu oleh Wakil Dankobangdikalsimfjkat
Wadan Kobangdikal serta Komandan Komando PendidiBperasi

Laut disingkat Dankodikopsla.

Bagian Kelima
Markas Besar TNI Angkatan Udara

Paragraf 1
Organisasi Markas Besar TNI Angkatan Udara

Pasal 135

Markas Besar TNI Angkatan Udara terdiri atas :
a. unsur pimpinan :

1. Kepala Staf TNI Angkatan Udara; dan

2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
b. unsur pembantu pimpinan :
Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara;
Staf Ahli Kasau;
Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan (dara
Staf Pengamanan TNI Angkatan Udara;
Staf Operasi TNI Angkatan Udara;
Staf Personalia TNI Angkatan Udara;
Staf Logistik TNI Angkatan Udara; dan

unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima

N o o bk~ 0w D PRE

d. Badan Pelaksana Pusat :

1. Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara;

2. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatdara;
3. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatiardj
4

. Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara;

5. Dinas ...
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5. Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatdarb);

6. Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara;

7. Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara;

8. Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatdara;

9. Dinas Potensi Kedirgantaraan;

10. Dinas Hukum TNI Angkatan Udara;

11. Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara;

12. Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara;

13. Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara;

14. Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara;

15. Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara;

16. Dinas Materiil TNI Angkatan Udara;

17. Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara;

18. Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkataddua;

19. Dinas Fasilitas dan Kontruksi TNl Angkatan Udar

20. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara;

21. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasanto”
(Lakespra “Saryanto”);

22. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara,

23. Akademi TNI Angkatan Udara (AAU); dan

24. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan UdaraK&au).

e. Komando Utama Pembinaan :
1. Koopsau;
2. Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara;
3. Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan Udara d
4. Korps Pasukan Khas.

Paragraf 2 ...
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Paragraf 2
Unsur Pimpinan

Pasal 136

(1) Kepala Staf TNI Angkatan Udara disingkat Kasau adgimpinan
TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di bawah daiahggung
jawab kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuaatypan

perundang-undangan.

(2) Kasau bertugas :

a. memimpin TNI Angkatan Udara dalam pembinaan kekuaian
kesiapan operasional TNI Angkatan Udara;

b. membantu Panglima TNI dalam menyusun kebijakanatent
pengembangan postur, doktrin, dan strategi serémasp militer
matra udara;

c. membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen
pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan TNI famgkilara;
dan

d. melaksanakan tugas lain matra udara yang dibedlkdmPanglima
TNI.

(3) Kasau dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wekdau

disingkat Wakasau.

Pasal 137

(1) Wakasau adalah pembantu dan penasihat utama Kaaag vy
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kefasiau.

(2) Wakasau ...
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(2) Wakasau bertugas sebagai pembantu dan penasilmaa Wasau
dalam memimpin, mengkoordinasikan dan membina baddan
pembantu pemimpin/staf, pelayanan dan pelaksan§ serta
pelaksana pusat dan komando utama, serta tugaglagndibebankan

oleh Kasau.

Paragraf 3
Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 138

(1) Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara disingkiginhu bertugas
membantu Kasau di bidang pengawasan dan pemeriksaam serta
pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan tertaglapguna,
hasil guna, tepat guna, tertib hukum, tertib adstiasi dan tertib
tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan dan peguiban
kekuatan di jajaran TNI Angkatan Udara dalam rangiendukung
pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara.

(2) Itjenau dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI Angkat Udara
disingkat Irjenau yang berkedudukan di bawah dartabggung
jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas $elnari-

dikoordinasikan oleh Wakasau.

(3) Irjenau dibantu oleh 2 (dua) orang Inspektoran#je

Pasal 139
(1) Staf Ahli Kasau disingkat Sahli Kasau bertugas neamip

memberikan saran kepada Kasau untuk mengolah darelsad
secara akademis masalah nasional dan internasyara terkait

dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

(2) Sahli ...
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(2) Sahli Kasau terdiri dari 7 (tujuh) Perwira Tinggang bertanggung

jawab kepada Kasau.

(3) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Kasau diaturadeRgraturan

Panglima TNI.

Pasal 140

(1) Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udasanghiat
Srenaau bertugas membantu Kasau dalam menyelekggaftangsi
staf di bidang perencanaan dan anggaran TNI Angkdtiara yang
meliputi perumusan kebijakan dan perencanaan gisatgembinaan
manajemen termasuk sistem dan metode, perencamegram dan
anggaran, penelitan dan pengembangan, pelaksaaaggaran,
pengendalian program dan anggaran, serta pembirasiem

informasi dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Udara

(2) Srenaau dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan AaggKasau
disingkat Asrena Kasau yang berkedudukan di bawan d
bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksangas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

(3) Asrena Kasau dibantu oleh Wakil Asrena Kasau digih§Vaasrena

Kasau.

Pasal 141
(1) Staf Pengamanan TNI Angkatan Udara disingkat Spabsatugas

membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi stafmu TNI
Angkatan Udara di bidang pembinaan fungsi intelijéfi Angkatan
Udara yang meliputi intelijen udara dan pengamathdsuh TNI
Angkatan Udara dalam rangka pembinaan TNI Angkal@dara.

(2) Spamau ...
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(2) Spamau dipimpin oleh Asisten Pengamanan Kasaug#esinAspam
Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertangguvapj&epada
Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikwasitian oleh

Wakasau.

(3) Aspam Kasau dibantu oleh Wakil Aspam Kasau.

Pasal 142

(1) Staf Operasi TNI Angkatan Udara disingkat Sopsautubeas
membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staimu TNI
Angkatan Udara di bidang pembinaan, pengendalidudtan dan
kemampuan operasi yang meliputi perencanaan, opdedihan,
dukungan, komunikasi dan perang elektronika, pea#n profesi

operasi, dan strategi operasi.

(2) Sopsau dipimpin oleh Asisten Operasi Kasau disinglsmps Kasau
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawphdeeKasau,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikdnWakasau.

(3) Asops Kasau dibantu oleh Wakil Asops Kasau.

Pasal 143

(1) Staf Personalia TNI Angkatan Udara disingkat Spershertugas
membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi stafmu TNI
Angkatan Udara di bidang personel yang meliputisikileasi,
pendayagunaan, pengawakan, rencana kebutuhan, ilksaaer dan
pengendalian  inventarisasi, pengawasan dan pernganda
penggunaan serta pengawasan dan pengendalian @E&Em/ed
pengadaan, dan pembinaan personel yang meliputyedean/
pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, e@amsghan
personel.

(2) Spersau ...
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(2) Spersau dipimpin oleh Asisten Personel Kasau dsingAspers
Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertangguvapj&epada
Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikwasitian oleh

Wakasau.

(3) Aspers Kasau dibantu oleh Wakil Aspers Kasau.

Pasal 144

(1) Staf Logistik TNI Angkatan Udara disingkat Slogatertigas
membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staimu TNI
Angkatan Udara di bidang pembinaan logistik danueigian logistik
yang meliputi pembinaan materiil, aeronautika, karkasi dan
elektronika, fasilitas dan konstruksi, serta peeggbaraan pengadaan
materiil TNI Angkatan Udara dalam rangka pembin@lih Angkatan
Udara.

(2) Slogau dipimpin oleh Asisten Logistik Kasau disiagldslog Kasau
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawphdeeKasau,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikdnWakasau.

(3) Aslog Kasau dibantu oleh Wakil Aslog Kasau.

Paragraf 4
Badan Pelaksana Pusat

Pasal 145
(1) Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara disingkat Diskueutugas
menyelenggarakan pembinaan keuangan yang melipuibjayaan,
pengendalian, pembukuan, pelaporan, dan pertangyuaigan
keuangan negara di lingkungan TNI Angkatan Udara.
(2) Diskuau ...
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Diskuau dipimpin oleh Kepala Dinas Keuangan TNI Raign Udara
disingkat Kadiskuau yang berkedudukan di bawah lemanggung
jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas $etnari-

dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 146

Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkataarddlisingkat
Disinfolahtaau bertugas menyelenggarakan pembinaastem
informasi dan pengolahan data yang meliputi pemipagug,
pengembangan, pemeliharaan dan penyiapan sistewmadi TNI
Angkatan Udara secara elektronik yang meliputi ibdantelijen,
operasi, personel, logistik/materiil, keuangan, epeanaan
pembangunan kekuatan, program dan anggaran, metadeyotensi
dirgantara serta pemeliharaan dalam rangka mendutwgas TNI

Angkatan Udara.

Disinfolahtaau dipimpin oleh Kepala Dinas Informdan Pengolahan
Data TNI Angkatan Udara disingkat Kadisinfolahtaagang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kefgasiau, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\Wakasau.

Pasal 147

Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan dJdaingkat
Dislitbangau bertugas menyelenggarakan pembinaaelipan dan
pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangangujian
dan evaluasi perangkat keras serta pengkajian daergpan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembinakuatan dan
kemampuan TNI Angkatan Udara.

(2) Dislitbangau ...
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Dislitbangau dipimpin oleh Kepala Dinas Penelitiadan
Pengembangan TNI Angkatan Udara disingkat Disligfaan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kelgasau, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\bakasau.

Pasal 148

Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara giiatn
Dispamsanau bertugas menyelenggarakan pembinagljemtTNI
Angkatan Udara yang meliputi intelijen udara, pengaan tubuh
TNI Angkatan Udara dan persandian dalam rangka olemd) tugas
TNI Angkatan Udara.

Dispamsanau dipimpin oleh Kepala Dinas Pengamarsamn Sandi
TNI Angkatan Udara disingkat Kadispamsanau yangdzkrdukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalaakspelan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 149

Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan &ahsingkat
Dissurpotrudau bertugas  menyelenggarakan pembiraanei,
pemotretan udara, dan pemetaan termasuk penganpaoses dan
produknya sesuai dengan kebijakan Kasau dan kerergaraturan

perundang-undangan.

Dissurpotrudau dipimpin oleh Kepala Dinas Survem dRemotretan
Udara TNI Angkatan Udara disingkat Kadissurpotrudgang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kelgasau, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\Wakasau.

Pasal 150 ...
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Pasal 150

Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara disingkat Diapebertugas
menyelenggarakan pembinaan penerangan TNI Angkétdara
meliputi penerangan satuan, penerangan umum, kejalan
dokumentasi produksi dalam rangka mendukung tugdsAhigkatan

Udara.

Dispenau dipimpin oleh Kepala Dinas Penerangan ANgkatan
Udara disingkat Kadispenau yang berkedudukan diabhawlan
bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksangas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 151

TNI

Disbangopsau bertugas menyelenggarakan pembinagemeangan

Dinas Pengembangan Operasi Angkatan Udara gikain
sistem dan persyaratan operasi udara, penggunagtasdan nuklir
bio kimia (nubika), pangkalan udara serta pelayamargasi udara,

pengaturan lalu lintas udara dan meteorologi pemeyén.

Disbangopsau dipimpin oleh Kepala Dinas Pengembar@gerasi
TNI Angkatan Udara disingkat Kadisbangopsau yandkdzkidukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dodédaksanaan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 152 ...
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Pasal 152

(1) Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkataarbdisingkat
Dislambangjaau bertugas menyelenggarakan pembkesgiamatan
penerbangan dan kelaikan udara yang meliputi peaahin
keselamatan terbang, keselamatan kerja, kelaikarmap@earch and

Rescue (SAR) dansurvival.

(2) Dislambangjaau dipimpin oleh Kepala Dinas Keselamaterbang
dan Kerja TNI Angkatan Udara disingkat Kadislamijaag yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab keidasiau, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\blakasau.

Pasal 153

(1) Dinas Potensi Kedirgantaraan disingkat Dispotdirgpa&rtugas
menyelenggarakan  pembinaan dan pengembangan  potensi
kedirgantaraan menjadi komponen cadangan dan kanpon
pendukung matra udara serta menyiapkan kekuatarke&laampuan
kewilayahan dalam rangka mewujudkan ruang, alat kdadisi juang

kedirgantaraan yang tangguh.

(2) Dispotdirga dipimpin oleh Kepala Dinas Potensi Kgdntaraan
disingkat Kadispotdirga yang berkedudukan di bawalan
bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksangas tehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 154 ...
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Pasal 154

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara disingkat Diskumagrtbgas
menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan Ahijkatan
Udara, yang meliputi pembinaan hukum udara danguamkasa
(antariksa), humaniter serta hak asasi manusiaiuéanhukum,
pembinaan kesadaran dan penegakan hukum serta dpegin

undangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatkma.

Diskumau dipimpin oleh Kepala Dinas Hukum TNI Antka Udara
disingkat Kadiskumau yang berkedudukan di bawahkdatanggung
jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas $elnari-

dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 155

Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara rdjkat
Disminpersau bertugas menyelenggarakan pembiadamnistrasi
personel meliputi penyediaan, penggunaan dan pbkarsaersonel
TNI Angkatan Udara.

Disminpersau dipimpin oleh Kepala Dinas AdministiRgsrsonel TNI
Angkatan Udara disingkat Kadisminpersau yang ber#iekan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalaakspelan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 156 ...
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Pasal 156

Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara disingkat Ckadi bertugas
menyelenggarakan pembinaan pendidikan TNI Angkbidara, yang
meliputi analisis kebutuhan, perencanaan pendidigangembangan
pendidikan, pengawasan dan pengendalian pendidikaaluasi

pendidikan serta pembinaan kurikulum pendidikan.

Disdikau dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan THhgkatan
Udara disingkat Kadisdikau yang berkedudukan di dmawdan
bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksangas tehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 157

Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara disingk
Diswatpersau bertugas menyelenggarakan pembinaaawatan
personel satuan jajaran TNI Angkatan Udara, melipalayanan
personel dan hak-hak anggota, pembinaan kesejahtet@n moril,
pembinaan mental, dan museum TNI Angkatan Udarata se

kemiliteran dan satuan musik.

Diswatpersau dipimpin oleh Kepala Dinas Perawatarsdhel TNI
Angkatan Udara disingkat Kadiswatpersau yang berttekin di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalaakspelan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 158 ...



(1)

(2)

3

1)

2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 83 -

Pasal 158

Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara disingkat Diakebertugas
menyelenggarakan pembinaan kesehatan prajurit, waegsegeri
Sipil beserta keluarganya dan pembinaan kesehathrars dalam

rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

Ditkesau dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan TRgkatan Udara
disingkat Kadiskesau yang berkedudukan di bawahba&stanggung
jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas $enari-

dikoordinasikan oleh Wakasau.

Kadiskesau dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala RuBeit Pusat
TNI Angkatan Udara “Dr. Suhardi Hardjolukito”, digjkat Karuspau
“Dr. Suhardi Hardjolukito”.

Pasal 159

Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara disingkat Dispsibertugas
menyelenggarakan pembinaan psikologi meliputi lkegalian dan
perilaku personel/prajurit baik perorangan maupetorkpok dalam

rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

Dispsiau dipimpin oleh Kepala Dinas Psikologi TNhgkatan Udara
disingkat Kadispsiau yang berkedudukan di bawah lmEtanggung
jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas $enari-

dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 160 ...
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Pasal 160

(1) Dinas Materiil TNI Angkatan Udara disingkat Dismathkertugas
menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkgmenuhan
kebutuhan, administrasi materiil terpusat, pengksaaanventori di
tingkat pusat bagi seluruh materiil TNI Angkatandthl distribusi
bekal terpusat, penghapusan materiil, strandaidisamateriil,
katalogisasi, sistem informasi pembinaan logistdn dcadministrasi
perbendaharaan materiil serta pelaksana kebijakasalk dalam
bidang bekal umum, ranmor, BMP, alat-alat kesehatam bekal-
bekal lain yang diwenangkan dan menyelenggarakambip@an

profesi kecabangan pembekalan.

(2) Dismatau dipimpin oleh Kepala Dinas Materiil TNI gikatan Udara
disingkat Kadismatau yang berkedudukan di bawahba#atanggung
jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas $etnari-

dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 161

(1) Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara disingkat Bresau bertugas
menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkugmimpnaan
teknik dan pemeliharaan dalam rangka kesiapan @dstarbang,
senjata udara/darat dan amunisi, sarana bantuanta ser
menyelenggarakan pembinaan profesi personel teknik.

(2) Disaeroau dipimpin oleh Kepala Dinas Aeronautikal Phgkatan
Udara disingkat Kadisaeroau yang berkedudukan dvabadan
bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksangas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 162 ...
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Pasal 162

Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udaligingkat
Diskomlekau bertugas menyelenggarakan pembinaastiloglalam
lingkup pembinaan fungsi pemeliharaan dan pengegaraperalatan
komunikasi dan elektronika termasuk sarana pendyka yang
meliputi peralatan komunikasi, alat bantu navigasluru kendali,
avionik, radar, simulator, elektronika khusus, fsem peperangan
elektronika dan pembinaan profesi Komlek serta nmeanbdan

menyelenggarakan Siskomlek Markas Besarau.

Ditkomlekau dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasiand
Elektronika TNI Angkatan Udara disingkat Kadiskokda yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kefgasiau, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\blakasau.

Pasal 163

Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI Angkatan Udarsindjkat
Disfaskonau bertugas menyelenggarakan pembinapstikodalam
lingkup pembinaan fasilitas, konstruksi dan ingiaf@ngkalan, serta
fasilitas umum dan barang-barang tak bergerak miNk Angkatan
Udara.

Disfaskonau dipimpin oleh Kepala Dinas Fasilitash déonstruksi
TNI Angkatan Udara disingkat Kadisfaskonau yangkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalaakspelan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 164 ...
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Pasal 164

Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara disingkat Deadzertugas
menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkigngpdaan

materiil dan jasa terpusat di lingkungan TNI Angkatdara.

Disadaau dipimpin oleh Kepala Dinas Pengadaan TNgkatan
Udara disingkat Kadisadaau yang berkedudukan diabawan
bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksangas tehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 165

Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasgari®g
disingkat Lakespra “Saryanto” bertugas melaksanagambinaan
kesehatan penerbangan awak pesawat terbang TNlafargkJdara,
pembinaan kesehatan khusus bagi anggota KorpasRaasr, dan
Rudal TNI Angkatan Udara, pembinaan umum berupatpugukan
diagnostik bagi rumah sakit dan instansi kesehdtdh Angkatan
Udara, pembinaan kesehatan jiwa serta pemelihakaaamaptaan

jasmani.

Lakespra “Saryanto” dipimpin oleh Kepala Lembagasd®tan
Penerbangan dan Ruang Angkasa “Saryanto” disingkéakespra
“Saryanto” yang berkedudukan di bawah dan bertamggjawab
kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehariikadardinasikan

oleh Wakasau.

Pasal 166 ...
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Pasal 166

Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara disingkatudgpomau
bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, pearen,
penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di linggan TNI
Angkatan Udara serta pengamanan pangkalan/alutdidtangkatan
Udara.

Puspomau dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi MilifENI
Angkatan Udara disingkat Danpuspomau yang berkddududi
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalaakspelan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 167
Akademi TNl Angkatan Udara disingkat AAU Dbertugas

menyelenggarakan pendidikan pertama perwira sukaréNI

Angkatan Udara tingkat Akademik.

AAU dipimpin oleh Gubernur Akademi TNI Angkatan Uda
disingkat Gubernur AAU vyang berkedudukan di bawahn d
bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksangas tehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Gubernur AAU dibantu oleh Wakil Gubernur AAU diskad Wagub
AAU.

Pasal 168
Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara disahdgkeskoau

bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangaumu
tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Udara, pengaajdoktrin serta

pengkajian kekuatan matra udara tingkat strategi.

(2) Seskoau ...
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Seskoau dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan dtmm TNI
Angkatan Udara disingkat Danseskoau yang berkeduddk bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanmas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Danseskoau dibantu oleh Wakil Danseskoau disingkatanseskoau.

Paragraf 5
Komando Utama Pembinaan

Pasal 169

Koopsau disamping sebagai Kotama Ops sebagaimanaksiid dalam

Pasal 54, juga sebagai Kotama Bin bertugas merygdeakan pembinaan

kemampuan dan kesiapan operasional satuan-satuaAngkatan Udara

dalam jajarannya yang berkedudukan di bawah datarmgyung jawab

kepada Kasau.

)

2)

Pasal 170
Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara disingkat iKad

bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama, peakam,
pengembangan, spesialisasi, peralihan serta p&adidiain guna
meningkatkan mutu personel TNI Angkatan Udara serta
menyelenggarakan pengembangan sistem pendidikadaktik,
metodik  pendidikan, dan ilmu pengetahuan tekniifak
kedirgantaraan serta pembinaan potensi dirgantardngkungan

Kodikau dan jajarannya.

Kodikau dipimpin oleh Komandan Komando PendidikamNIT
Angkatan Udara disingkat Dankodikau yang berkedadu#i bawah
dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanmas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

(3) Dankodikau ...
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(3) Dankodikau dibantu oleh Wakil Dankodikau disingk#tfadan
Kodikau serta Komandan Pangkalan Udara Tipe A dkah
Danlanud Tipe A.

Pasal 171

(1) Komando Pemeliharaan Materiil TNl Angkatan Udarairdjkat
Koharmatau bertugas melaksanakan pemeliharaan dadulsi
materiil TNI Angkatan Udara serta menyelenggarak@mbinaan

peralatan bengkel/produksi dan publikasi teknik.

(2) Koharmatau dipimpin oleh Komandan Komando Pemediduar
Materiil TNI Angkatan Udara disingkat Dankoharmatawang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kefgasiau, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan\Wakasau.

(3) Dankoharmatau dibantu oleh Wakil Dankoharmataungisait Wadan

Koharmatau.

Pasal 172

(1) Korps Pasukan Khas disingkat Korpaskhas bertugasnbina
kekuatan dan kemampuan  Paskhas dalam  pertahanan
pangkalan/alutsista/instalasi TNI Angkatan Udaraengendalian
pangkalan udara depan, pengendalian tempur, SARUrBerta

operasi-operasi lain sesuai dengan kebijakan RaagiliNI.

(2) Korpaskhas dipimpin oleh Komandan Korps Pasukanskhsingkat
Dankorpaskhas yang berkedudukan di bawah dan eguag jawab
kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehariikadardinasikan

oleh Wakasau.

BABV ...
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BAB V
TATA KERJA
Pasal 173
Tataran kewenangan penggunaan kekuatan TNI sesogad Doktrin TNI
diatur dengan Peraturan Panglima TNI dan pembikaknatan TNI sesuai
dengan Doktrin Angkatan diatur dengan Peraturaraléeptaf Angkatan.

Pasal 174

(1) Unsur Pimpinan, Unsur Pembantu Pimpinan, UnsuryBakn dan
Badan Pelaksana Pusat serta Komando Utama Opeaasatal
Komando Utama Pembinaan dalam pelaksanaan tugasayib
melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasiik baalam
lingkungan sendiri maupun dalam hubungan denganasatan
instansi terkait lainnya.

(2) Prosedur dan mekanisme kerja masing-masing satiaéur dengan
Peraturan Panglima TNI.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 175
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksahagas pokok TNI
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belagg&

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 176
Susunan organisasi dan jabatan pada Unsur PemPBampinan, Unsur
Pelayanan dan Badan Pelaksana Pusat ditingkat Bid&kaar TNI dan
Markas Besar Angkatan diatur lebih lanjut dengamataean Panglima TNI.
Pasal 177 ...
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Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksan Peraturan

Presiden ini ditetapkan dengan Peraturan Panglitia T

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 178

Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan tentamgisegi di lingkungan
TNI, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertertangan belum diubah

dan/atau diganti dengan peraturan baru berdas®&da@turan Presiden ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 179

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka tkepn Presiden
Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan SusuDeganisasi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dicabut daryatakan tidak

berlaku.

Pasal 180 ...
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Pasal 180

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tangjgetiapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum

Ttd

Dr. M. Iman Santoso



